
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPI,'TUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR sS / PP.o4. 2-I(pt | 32rB I t<ab I vU 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NOMOR 20 IPP .o4 .2-Kpt | 3218 / Kab / rtr / 2o2o

TENTANG PENETAPA}I DAI{ PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN I(ALIPUCANG I(ABUPATEN PAIVGAIVNARIIV

DAT..AM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATT

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMIST PEMIUHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Perahrran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor l5 Tahun 2O19 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O, yang menyatakan

bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang

dihrnda karena terjadi bencana nonalam Corona yirus

Disease (COVID-l9) dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2O2O;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 258lPL.O2-KptlOl IKPU lVll2O2O tentang

Penetapan Peiaksanaan Pemiiiiran Gubernur dan W-airii

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

ui:tll w:tl(-rl wa.ll t\,ULtt. DErtrIlla,lt r-ralULrLanl la.tlUll 1VZ.V, yArLt
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menetapkan
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menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O

dimulai dari tahapan yang tertunda yang dimulai sejak

tanggal 15 Juni 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huanf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputrrsan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Pembahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 2O(PP.O4.2-

KptlS2lSlKa.blllU2O2O tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Pamua Pemungutan Suara dr

Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam

Penyeienggaraan Pemiiihan Bupati dan Wai<ii Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Ikbupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Grrbernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana tel,ah beberapa kali diubah, teralctrir dengan

Peraturan Pemerintalr Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

unciang Nomor i Tahun 2Oi5 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor L

,f-i----- .-!.ai,, .---r---- r!----iiii---- .-i--1-----,- - -tt, --a: i---l arllllll zv L- Lcllta,rrE, rclll-!.r.lr.rir.rl \rtlucllllrr,, I)uPai,Lr, uarl

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Mengingat

3. Undang-Undang. . .
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2077 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten f Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Srrara dalom

Penyelenggaraan Pemrlrhan Gubemur dan Waiol

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

cian Wakii Waiikota (Berita i,[egara Repubiik incionesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

LCla,'Allrl utrlrEar.u rElal,Lllla,'lr Iturlrlsr rcuuru.litl'r ulttlltll

Nomor 13 Tahun 2OL7 tentang Penrbahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten f Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15'l'ahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemiiihan Gubernur cian -ilV-akii Gubernur, Bupari cian

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
.T'-1----- .-!r-!.-r_r i-. r--:L- iT------ rr-----l-tii- i-- i--- --:- ,-r-i-----larJltrll lvzv (ErcrrLa. NtrErr,rra r\cPuur,ul urtruucs.tir. larlull

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor. . .
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Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2A Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor L69|PP.O4.2-

Kpt/03/KPU /fil/2O2O tentang Pembahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 661PP.O6.4-

Kpt/O3/KPU llll2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentui<an Panrtra Pemrlrhan Kecamatan, Pamtra

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

cian Keiompok Penyeienggara Pemunguran Suara daiam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258|PL.O2-

Kpt/OL IKPU /W/2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota. dan Wakil Wali Kota

Serentak ["anjutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 32LB l[<ab /Vll 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 92 I BA I 32 1 8 / Kab / Vl / 2O2O tentang

Pengalrtifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara

se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441IPL.O2-

SD/01/KPV lVl/2OzO Perihal : Pengalrtifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan
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Pemungutan Suara (PPS| pada Pemilihan Tahun 2O2O

Tanggal: 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TEI{TANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 2olPP.o4.2-Kptl 3218 lKablrrrl 2o2o TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGI(ATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KALIPUCANG

KABUPATEN PANGANDARAN DAI.AM PET.TYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Kalrpucang Kabupaten Panganciaran

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Panganciaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum ciaiam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagtan tidak

telpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakit Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Dikhrm KESATU selama 8 (delapan) bulan, terhitung

sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31 Januari 2021.

Kepurusan ini muiai beriaku pacia ranggai ditetapkan.

Ditetapkan
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sesuai dengan aslinya
KOMiSi PEMILIHAI\ UMUM

Sub

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

SEKRET

r-.4

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/



I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(AE} UPATEN PANGANDARAN

NoMoR ss / PP. 04. 2-Kpt / 3218 / Kab I vI I 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMTLIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 20lPP.O4.2-Kpt/3218/Kab/rttl2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN

t,A}iUAI\DARAI\ DAI,AM PENYELEI\GUARAAN

PEMTLTHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

DAI,AM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATT DAN WAKTL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

EMPLAK

DESA NAMA JENIS KELAMIN

BAGOLO

I. SUDIKIN, S.Pci. L

2. GIAN MULYANA L

3. ZULFIKAR L

BANJARHAR.IA

1. BUNYAMIN L

2. UNDANG UBAIDILI,AH L

3. INDRA ROHMANA L

CIBI-IL,I.IH

1. METHA FITRIHATIN P

2. AGI-IS -qI-IHADI KI-IRNLAWAN L,

3. AGUS HIDAYAT L

CIPARAKAN

1 ll, a f,tTn t tnnrr A irm^ I

2. WASMAN L

r). lI.C,lIr DLrli!l/alll, D.lr r

1. ATA HAERUMAN L

I
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UMUM

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMIST

Sub

2. AYTI P-AHI\{A\.IJATI p

3. IRNA NURAENI P

IGLIPUCANG

r lat??tataah th6alr a i16

MAULUDI
L

n naatrt anhFtTA t

3. SIRRI AFIFAH P

PAMOTAN

r. DU.lffTIJIIAII I\, l)

2. BAYI.' KUSMANA L

3. SUHUD PAMBUDI L

PUTRAPINGGAN

1. EKA FIRMANSYAH

2. IDING, S.Pd.

L

L

3. WAWAN BUDI ARYANTO, S.E. L

TUNGGILIS

I. FITRA RIANA, S.Pd. L

2. DELryANTI MASOSUSA P

3. YUNITA NINGSIH P

SEI{R AT

*

uJ
0-

rO
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